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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana divergensi belief systems antaraktor memengaruhi
terwujudnya sustainable tourism governance pada desa wisata berbasis Community-Based Tourism (CBT)
di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlandaskan
paradigma konstruktivisme sosial dengan lokasi penelitian di Desa Adat Kemiren, Desa Wisata Tamansari,
Desa Wisata Kampunganyar, dan Desa Wisata Bangsring. Data sekunder dikumpulkan dan dianalisis
menggunakan model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan adanya kontestasi kognitif yang kuat antara Koalisi Pengembang
Berorientasi Ekonomi-Korporat dan Koalisi Pelestari Berbasis Komunitas-Konservasi. Perbedaan sistem
keyakinan tersebut memunculkan kecenderungan komersialisasi budaya, fragmentasi kelembagaan, dan
kesenjangan Kkapasitas masyarakat yang menghambat terwujudnya tata kelola pariwisata yang
berkelanjutan. Namun demikian, Desa Bangsring menunjukkan praktik tata kelola yang relatif berhasil
melalui rekonsiliasi regulatif yang diperkuat oleh Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 sehingga mampu
membangun kolaborasi antaraktor secara lebih efektif. Temuan penelitian menegaskan bahwa sustainable
tourism governance memerlukan ruang dialog yang inklusif, peran strategis policy brokers, serta proses
policy-oriented learning yang berkelanjutan untuk menjembatani perbedaan pada tingkat secondary
beliefs. Kebaruan penelitian ini terletak pada kemampuannya mengungkap dimensi kognitif dan ideologis
yang membentuk dinamika hubungan antara BUMDes dan Pokdarwis serta implikasinya terhadap
keberlanjutan tata kelola desa wisata berbasis komunitas.
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PENDAHULUAN

Pariwisata global telah mengalami transformasi paradigma yang sangat mendasar dalam
beberapa dekade terakhir. Model pariwisata massal (mass tourism) yang cenderung eksploitatif
terhadap sumber daya alam dan memarjinalkan komunitas lokal secara perlahan mulai
ditinggalkan (Lestari et al.,, 2025). Sebagai gantinya, berkembang pendekatan pariwisata yang
menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan
kesejahteraan masyarakat lokal sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan
(sustainable development) (Latianingsih et al.,, 2025). Perubahan orientasi tersebut sejalan dengan
meningkatnya perhatian global terhadap keberlanjutan lingkungan, ketahanan komunitas, dan
tata kelola destinasi yang mampu menjaga kualitas ekosistem sekaligus meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan yang paling banyak diadopsi dalam konteks ini
adalah Community-Based Tourism (CBT) (Amelia et al, 2026). Konsep CBT menempatkan
masyarakat lokal bukan sekadar sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai aktor utama yang
berpartisipasi dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembangunan pariwisata
(Lestari et al., 2025). Melalui pendekatan ini, pembangunan pariwisata diarahkan untuk tidak
hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan sosial,
menjaga integritas lingkungan, serta melestarikan identitas budaya lokal (Latianingsih et al,,
2025).

Dalam perspektif sustainable tourism governance, keberhasilan suatu destinasi wisata
tidak lagi diukur semata-mata dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan atau kontribusinya
terhadap pendapatan daerah. Tata kelola pariwisata yang berkelanjutan juga ditentukan oleh
kemampuan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan
sumber daya wisata, perlindungan lingkungan, dan distribusi manfaat ekonomi secara adil
kepada masyarakat lokal. Oleh karena itu, keberlanjutan pariwisata sangat bergantung pada
kualitas hubungan antaraktor, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme pengambilan keputusan
yang inklusif dalam pengelolaan destinasi wisata.

Di Indonesia, pengembangan desa wisata telah menjadi salah satu strategi nasional untuk
mendorong pembangunan perdesaan yang inklusif sekaligus memperkuat konservasi budaya dan
lingkungan. Kebijakan desa wisata tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui diversifikasi ekonomi, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat lokal
(Latianingsih et al.,, 2025). Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang sering
dijadikan rujukan dalam pengembangan desa wisata berbasis CBT. Berbekal kekayaan sumber
daya alam, budaya, dan dukungan kebijakan daerah yang progresif, Banyuwangi berhasil
mentransformasi dirinya dari daerah transit menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia
(Fairuza, 2019). Transformasi tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan
kunjungan wisatawan, perluasan kesempatan kerja, diversifikasi mata pencaharian masyarakat,
dan peningkatan pendapatan rumah tangga di kawasan wisata (Mubarok & Lokaprasidha, 2020).

Untuk memperkuat arah pengembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa
Wisata sebagai landasan hukum dalam pengembangan destinasi berbasis masyarakat. Regulasi
ini mengatur berbagai aspek pengembangan desa wisata, mulai dari standar kelayakan destinasi,
pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, hingga kolaborasi antaraktor
pembangunan (Akbar et al., 2022). Implementasi kebijakan tersebut diperkuat melalui berbagai
program promosi budaya dan festival tahunan yang terintegrasi dengan aktivitas masyarakat
lokal. Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas
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regulasi yang dirumuskan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan
dalam konteks sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan yang berbeda (Amelia
etal, 2026).

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan desa wisata berbasis CBT di Banyuwangi
menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Pengembangan pariwisata berkelanjutan sering
kali mempertemukan berbagai aktor yang memiliki tujuan, kepentingan, dan orientasi nilai yang
berbeda. Aktor-aktor tersebut meliputi pemerintah daerah, pemerintah desa, Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Kelompok Masyarakat Pengawas
(Pokmaswas), Perum Perhutani, pelaku usaha swasta, lembaga adat, serta komunitas lokal
(Latianingsih et al., 2025). Masing-masing aktor membawa perspektif yang berbeda mengenai
arah pembangunan pariwisata, bentuk pemanfaatan sumber daya lingkungan, distribusi manfaat
ekonomi, serta strategi pengelolaan destinasi wisata yang dianggap paling tepat. Perbedaan
tersebut sering kali memunculkan ketegangan yang berpotensi memengaruhi efektivitas tata
kelola dan keberlanjutan destinasi wisata (Amelia et al., 2026).

Untuk memahami dinamika tersebut secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan
perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF) yang dikembangkan oleh Sabatier dan Jenkins-
Smith (1993). ACF memandang proses kebijakan sebagai arena interaksi berbagai koalisi aktor
yang memiliki sistem keyakinan (belief systems) yang berbeda dan saling berkompetisi dalam
memengaruhi arah kebijakan (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993). Dalam kerangka ini, aktor-aktor
yang memiliki kesamaan nilai dan pandangan akan membentuk koalisi advokasi untuk
memperjuangkan kepentingan serta preferensi kebijakan yang mereka yakini. Sistem keyakinan
tersebut terdiri atas tiga tingkatan, yaitu deep core beliefs, policy core beliefs, dan secondary beliefs
yang secara bersama-sama memengaruhi sikap dan tindakan aktor dalam proses implementasi
kebijakan (Henry et al., 2014; Sabatier & Jenkins-Smith, 1993).

Dalam konteks desa wisata di Banyuwangi, divergensi belief systems tampak pada
perbedaan orientasi antara kelompok aktor yang menekankan efisiensi ekonomi, peningkatan
investasi, dan profesionalisasi pengelolaan destinasi dengan kelompok yang lebih menekankan
pelestarian budaya, konservasi lingkungan, serta penguatan partisipasi masyarakat lokal.
Kelompok pertama umumnya direpresentasikan oleh BUMDes dan sebagian aparatur
pemerintahan desa, sedangkan kelompok kedua banyak diwakili oleh Pokdarwis, Pokmaswas,
komunitas adat, dan kelompok masyarakat lokal (Amelia et al., 2026). Perbedaan orientasi
tersebut tidak hanya memengaruhi proses pengambilan keputusan, tetapi juga berimplikasi
terhadap keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan yang menjadi fondasi utama sustainable
tourism governance. Kondisi ini terlihat pada berbagai desa wisata unggulan di Banyuwangi,
seperti Desa Adat Kemiren yang berbasis pelestarian budaya Osing, Desa Wisata Tamansari
sebagai kawasan penyangga ekosistem Gunung Ijen, Desa Wisata Kampunganyar yang
mengandalkan potensi wisata alam, serta Desa Wisata Bangsring yang berkembang melalui
pendekatan konservasi ekosistem pesisir dan bahari (Amelia et al, 2026; Mubarok &
Lokaprasidha, 2020; Utami, 2022).

Meskipun kajian mengenai desa wisata di Banyuwangi telah berkembang cukup luas,
sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat,
dampak ekonomi pariwisata, atau strategi pemasaran destinasi wisata (Lestari et al.,, 2025).
Kajian yang secara khusus menelaah bagaimana divergensi belief systems membentuk dinamika
kelembagaan, memengaruhi tata kelola destinasi, dan berdampak pada keberlanjutan pariwisata
masih relatif terbatas (Amelia et al.,, 2026). Padahal, pemahaman mengenai aspek kognitif dan
ideologis para aktor menjadi penting untuk menjelaskan mengapa kebijakan yang dirancang
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dengan tujuan yang sama dapat menghasilkan tingkat keberhasilan yang berbeda pada masing-
masing desa wisata.

Berdasarkan Kkesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
bagaimana divergensi belief systems para aktor memengaruhi terwujudnya sustainable tourism
governance pada desa wisata berbasis Community-Based Tourism di Kabupaten Banyuwangi.
Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi pola pembentukan koalisi advokasi, mekanisme
mobilisasi sumber daya, serta peluang terjadinya policy-oriented learning sebagai sarana
rekonsiliasi kepentingan antaraktor. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian Advocacy Coalition Framework
dalam konteks pariwisata berkelanjutan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi
penguatan tata kelola desa wisata yang mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan
masyarakat, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan perdesaan (Cairney, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang
mengacu pada kerangka metodologis yang dikembangkan oleh Creswell dan Creswell (2018).
Menurut Creswell dan Creswell (2018), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang tepat
untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu maupun kelompok
terhadap suatu fenomena sosial. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan
untuk memahami bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata
membangun, mempertahankan, dan mengartikulasikan belief systems mereka dalam proses
implementasi kebijakan pariwisata berbasis Community-Based Tourism (CBT). Pendekatan
kualitatif deskriptif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai
dinamika tata kelola pariwisata, hubungan antaraktor, konflik kepentingan, serta proses negosiasi
yang memengaruhi terwujudnya sustainable tourism governance pada tingkat lokal (Creswell &
Creswell, 2023).

Secara filosofis, penelitian ini berlandaskan pada paradigma konstruktivisme sosial (social
constructivism) dan paradigma advokasi-partisipatori (Creswell & Creswell, 2023). Paradigma
konstruktivisme memandang bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi dan interpretasi
para aktor terhadap pengalaman serta lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, makna
mengenai keberlanjutan pariwisata, pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya wisata,
dan distribusi manfaat ekonomi dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berbeda di
antara para pemangku kepentingan. Sementara itu, paradigma advokasi-partisipatori digunakan
untuk memberikan ruang analisis terhadap kelompok-kelompok lokal yang sering kali memiliki
posisi tawar yang lebih rendah dalam proses pengambilan keputusan, seperti pengurus
Pokdarwis, kelompok masyarakat adat, nelayan tradisional, pengelola usaha wisata mikro, dan
komunitas lokal yang terdampak langsung oleh kebijakan pengembangan desa wisata.

Lokasi penelitian dipilih secara purposive pada empat desa wisata di Kabupaten
Banyuwangi yang merepresentasikan karakteristik tata kelola dan dinamika kelembagaan yang
berbeda, yaitu Desa Adat Kemiren (Kecamatan Glagah), Desa Wisata Tamansari (Kecamatan
Licin), Desa Wisata Kampunganyar (Kecamatan Glagah), dan Desa Wisata Bangsring (Kecamatan
Wongsorejo). Keempat lokasi tersebut dipilih karena menunjukkan variasi tingkat partisipasi
masyarakat, model pengelolaan destinasi, karakteristik sumber daya wisata, serta intensitas
interaksi antara BUMDes, Pokdarwis, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat lokal. Selain
itu, keempat desa tersebut juga memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata
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berkelanjutan di Banyuwangi sehingga relevan untuk dianalisis menggunakan perspektif
Advocacy Coalition Framework (ACF).

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama informasi. Data
dikumpulkan melalui studi dokumentasi yang meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata, Peraturan Desa Bangsring Nomor 4 Tahun 2018,
dokumen perencanaan pembangunan desa, laporan pemerintah daerah, dokumen kelembagaan
desa wisata, laporan kementerian terkait, publikasi media massa, serta artikel ilmiah nasional dan
internasional yang relevan dengan tata kelola pariwisata, Community-Based Tourism,
keberlanjutan lingkungan, dan implementasi kebijakan publik. Penggunaan berbagai sumber
dokumenter tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai
dinamika kebijakan dan hubungan antaraktor dalam pengelolaan desa wisata.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model yang
dikembangkan oleh Miles et al. (2014). Tahap pertama adalah kondensasi data (data
condensation), yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan informasi yang
berkaitan dengan divergensi belief systems, pembentukan koalisi advokasi, konflik kelembagaan,
serta praktik tata kelola pariwisata pada masing-masing desa wisata. Tahap kedua adalah
penyajian data (data display) melalui matriks analitis dan pemetaan hubungan antaraktor untuk
mengidentifikasi pola interaksi, distribusi kekuasaan, serta perbedaan orientasi kebijakan yang
memengaruhi keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata. Tahap ketiga adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification) yang dilakukan secara berulang
guna memastikan konsistensi temuan serta membangun interpretasi yang valid mengenai
pengaruh divergensi belief systems terhadap terwujudnya sustainable tourism governance.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan Advocacy Coalition Framework
(ACF) sebagai kerangka konseptual utama dalam mengidentifikasi aktor, memetakan koalisi
advokasi, serta menganalisis interaksi antara deep core beliefs, policy core beliefs, dan secondary
beliefs yang berkembang dalam sistem kebijakan desa wisata. Kerangka ini memungkinkan
penelitian menjelaskan bagaimana perbedaan sistem keyakinan memengaruhi proses
pengambilan keputusan, kolaborasi kelembagaan, pengelolaan sumber daya wisata, serta upaya
mewujudkan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Banyuwangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desa wisata berbasis
Community-Based Tourism (CBT) di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya ditentukan oleh
ketersediaan sumber daya wisata maupun dukungan regulasi pemerintah daerah. Lebih jauh,
keberhasilan mewujudkan sustainable tourism governance sangat dipengaruhi oleh interaksi
kompleks antaraktor yang membawa sistem keyakinan (belief systems) berbeda mengenai arah
pembangunan, distribusi manfaat ekonomi, serta pengelolaan sumber daya sosial dan lingkungan.

Analisis menggunakan Advocacy Coalition Framework (ACF) memperlihatkan bahwa
dinamika kebijakan desa wisata di Banyuwangi berlangsung dalam arena kontestasi antara
kelompok yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kelompok yang menempatkan
keberlanjutan komunitas serta konservasi lingkungan sebagai prioritas utama. Perbedaan
orientasi tersebut membentuk pola tata kelola yang beragam pada setiap desa wisata dan
menghasilkan konsekuensi berbeda terhadap keberlanjutan destinasi.

Divergensi Belief Systems dan Tantangan Sustainable Tourism Governance
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Analisis kebijakan pariwisata perdesaan menggunakan Advocacy Coalition Framework
(ACF) bertumpu pada asumsi bahwa kebijakan publik merupakan hasil interaksi dan persaingan
berbagai koalisi aktor yang beroperasi dalam suatu sub-sistem kebijakan tertentu. Sub-sistem
tersebut dihuni oleh aktor dari berbagai latar belakang kelembagaan, mulai dari pemerintah,
swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lokal yang memiliki
kepentingan terhadap isu kebijakan yang sama (Cairney, 2019).

Pengikat utama yang menyatukan aktor ke dalam koalisi bukan sekadar kepentingan
pragmatis, melainkan kesamaan sistem keyakinan (belief systems) yang membentuk cara mereka
memahami masalah dan merumuskan solusi kebijakan (Cairney, 2011). Dalam konteks
pengembangan desa wisata, sistem keyakinan tersebut memengaruhi cara aktor memandang
hubungan antara pertumbuhan ekonomi, konservasi lingkungan, pelestarian budaya, dan
kesejahteraan masyarakat lokal.

Sabatier membagi belief systems ke dalam tiga tingkatan hierarkis, yaitu deep core beliefs,
policy core beliefs, dan secondary beliefs (Henry et al., 2014). Pada level deep core beliefs, aktor
membawa nilai-nilai fundamental seperti pandangan mengenai hubungan manusia dan alam,
keadilan sosial, maupun orientasi ekonomi yang menjadi dasar seluruh tindakan mereka. Pada
level policy core beliefs, nilai-nilai tersebut diterjemahkan menjadi visi pembangunan desa wisata
yang lebih konkret, misalnya apakah pariwisata harus diarahkan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi atau menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya. Sementara itu,
secondary beliefs berkaitan dengan aspek operasional seperti tata kelola destinasi, pembagian
keuntungan, sistem tiket, hingga mekanisme pengelolaan lingkungan.

Dalam perspektif sustainable tourism governance, ketiga lapisan keyakinan tersebut
berperan penting karena menentukan bagaimana aktor memaknai konsep keberlanjutan.
Sebagian aktor mengartikan keberlanjutan sebagai kemampuan destinasi menghasilkan
pendapatan ekonomi secara terus-menerus, sementara aktor lain menempatkan keberlanjutan
sebagai kemampuan menjaga daya dukung lingkungan, identitas budaya, dan kesejahteraan
masyarakat lintas generasi. Perbedaan interpretasi inilah yang menjadi akar berbagai dinamika
tata kelola desa wisata di Banyuwangi.

Pemetaan Koalisi Aktor dalam Sub-Sistem Kebijakan Desa Wisata Banyuwangi
Berdasarkan analisis terhadap pola hubungan antaraktor, penelitian ini mengidentifikasi
dua koalisi utama yang mendominasi implementasi kebijakan desa wisata di Banyuwangi, yaitu
Koalisi Pengembang Berorientasi Ekonomi-Korporat dan Koalisi Pelestari Berbasis Komunitas-
Konservasi (Amelia et al., 2026).
Tabel 1. Pemetaan Struktur Sistem Keyakinan, Sumber Daya, dan Strategi Koalisi
Advokasi di Desa Wisata Banyuwangi

Elemen Koalisi Pengembang Berorientasi Koalisi Pelestari Berbasis
Analisis Ekonomi-Korporat Komunitas-Konservasi

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Pokdarwis, Pokmaswas, Lembaga

Aktor Desa, Pengl.lrus BUMDes, ... Adat, Nelayan Tradisional, Pegiat
Pendukung  Investor/Pihak Ketiga Swasta, Pemilik .
oo T . Lingkungan (Mubarok &
Utama Lahan Pribadi Kapitalistik (Amelia et )
al, 2026) Lokaprasidha, 2020)
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Utilitarianisme, antroposentrisme,

Ekosentrisme, komunitarianisme,

Deep Core efisiensi pasar, pertumbuhan ekonomi keadilan distributif, pelestarian
Beliefs sebagai indikator kesejahteraan budaya dan lingkungan (Mubarok &
(Amelia et al., 2026) Lokaprasidha, 2020)
o : . Pariwisata dikelola berbasis
. Pariwisata dikelola secara profesional . C
Policy Core . . komunitas dengan partisipasi
. melalui BUMDes untuk meningkatkan .
Beliefs PADes (Amelia et al,, 2026) masyarakat sebagai aktor utama
v (Lestari et al., 2025)
Tiket elektronik, integrasi aset wisata  Homestay mandiri, arsitektur
Secondary : . : . .
Beliefs ke BUMDes, kemitraan investasi luar ~ tradisional, gotong royong, rotasi
(Egidia, 2018) kepengurusan (Amelia et al., 2026)
Sumber Regulasi formal, APBDes, investasi, Modal sosial, legitimasi adat,
Dava Utama birokrasi, kepemilikan lahan (Egidia, = pengetahuan lokal, dukungan
y 2018) komunitas (Amelia et al., 2026)
T . Advokasi komunitas, konservasi
Mobilisasi regulasi, pengembangan linekunean. musvawarah adat
Strategi Aksi infrastruktur, investasi, standardisasi gxungan, y ’

penguatan partisipasi warga (Amelia
etal,, 2026)

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

layanan (Egidia, 2018)

Tabel 1 menunjukkan bahwa konflik yang muncul dalam pengelolaan desa wisata bukan
sekadar konflik administratif, melainkan konflik paradigma pembangunan. Koalisi Pengembang
menempatkan efisiensi ekonomi sebagai prioritas utama dan melihat profesionalisasi tata kelola
sebagai syarat penting bagi daya saing destinasi wisata. Sebaliknya, Koalisi Pelestari memandang
bahwa keberhasilan pariwisata harus diukur dari kemampuan menjaga identitas budaya,
keberlanjutan ekologi, serta distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat lokal.

Dari perspektif sustainable tourism governance, kedua orientasi tersebut sesungguhnya
tidak harus dipertentangkan. Tantangan utama terletak pada bagaimana tata kelola mampu
mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan konservasi lingkungan dan pemberdayaan
komunitas. Ketika salah satu orientasi terlalu dominan, maka keseimbangan pembangunan
menjadi terganggu. Dominasi logika ekonomi berpotensi mendorong eksploitasi sumber daya dan
komersialisasi budaya, sedangkan dominasi konservasi tanpa inovasi ekonomi dapat membatasi
peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Eksplorasi Empiris Dinamika Kontestasi Kognitif pada Desa Wisata di Banyuwangi

Analisis pada empat desa wisata menunjukkan bahwa divergensi belief systems tidak
hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi termanifestasi secara nyata dalam pola
pengelolaan destinasi, mekanisme distribusi manfaat ekonomi, pengambilan keputusan
kelembagaan, serta strategi konservasi lingkungan. Setiap desa wisata memperlihatkan bentuk
kontestasi yang berbeda sesuai karakteristik sumber daya wisata, struktur sosial masyarakat, dan
konfigurasi aktor yang terlibat.

Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi Community-Based
Tourism (CBT) sangat bergantung pada kemampuan aktor untuk membangun konsensus
mengenai tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Ketika orientasi ekonomi, sosial, dan
lingkungan tidak berjalan secara seimbang, maka konflik kelembagaan cenderung meningkat dan
menghambat terwujudnya sustainable tourism governance.

Desa Adat Kemiren: Kontestasi antara Pelestarian Budaya dan Komersialisasi Pariwisata
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Desa Adat Kemiren merupakan representasi desa wisata budaya yang menjadikan
identitas masyarakat Osing sebagai daya tarik utama wisata. Dalam konteks ini, budaya tidak
hanya diposisikan sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas sosial yang harus
dijaga keberlanjutannya. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat adat dan kelompok
pengelola berbasis komunitas memandang bahwa setiap bentuk pengembangan wisata harus
tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.

Namun demikian, meningkatnya kunjungan wisatawan dan berkembangnya pasar
pariwisata mendorong munculnya kelompok aktor yang melihat budaya sebagai komoditas
ekonomi yang dapat dikembangkan secara lebih profesional. Perbedaan cara pandang tersebut
menghasilkan ketegangan dalam berbagai aspek pengelolaan destinasi, mulai dari
penyelenggaraan festival budaya, pengembangan fasilitas wisata, hingga komersialisasi ruang-
ruang adat yang sebelumnya bersifat sakral.

Menurut perspektif Advocacy Coalition Framework, kondisi tersebut menunjukkan adanya
benturan antara policy core beliefs yang berbeda. Kelompok pertama meyakini bahwa
keberhasilan pembangunan wisata harus diukur dari kemampuan menjaga keberlanjutan budaya
dan identitas lokal, sedangkan kelompok kedua menilai bahwa peningkatan nilai ekonomi
destinasi merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan.

Dari sudut pandang sustainable tourism governance, konflik tersebut menjadi penting
karena keberlanjutan destinasi budaya sangat bergantung pada kemampuan menjaga
keseimbangan antara nilai ekonomi dan autentisitas budaya. Ketika komersialisasi berlangsung
secara berlebihan, terdapat risiko terjadinya degradasi makna budaya yang justru dapat
mengurangi daya tarik wisata dalam jangka panjang. Sebaliknya, jika pengelolaan terlalu tertutup
terhadap inovasi ekonomi, maka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal menjadi
terbatas. Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa tata kelola destinasi wisata budaya
memerlukan mekanisme kolaboratif yang memungkinkan aktor ekonomi dan aktor budaya
membangun kesepahaman mengenai batas-batas pemanfaatan budaya sebagai komoditas wisata.

Desa Wisata Tamansari: Modernisasi Pariwisata dan Kesenjangan Kapasitas Komunitas

Berbeda dengan Kemiren yang berorientasi pada wisata budaya, Desa Wisata Tamansari
berkembang sebagai kawasan penyangga destinasi unggulan Kawah Ijen yang memiliki daya tarik
wisata alam berskala internasional. Posisi strategis tersebut mendorong masuknya berbagai
bentuk investasi dan modernisasi pengelolaan wisata yang relatif lebih cepat dibandingkan desa
wisata lainnya.

Masuknya investasi dan meningkatnya tuntutan pasar wisata mendorong lahirnya
berbagai inovasi tata kelola, termasuk digitalisasi promosi, penguatan jaringan pemasaran,
peningkatan standar pelayanan wisata, serta pengembangan kemitraan dengan sektor swasta.
Bagi kelompok aktor yang berorientasi ekonomi, transformasi tersebut dianggap sebagai langkah
penting untuk meningkatkan daya saing destinasi dan memperluas manfaat ekonomi bagi
masyarakat.

Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi tersebut tidak selalu diikuti
oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal secara merata. Sebagian masyarakat
masih mengalami keterbatasan dalam mengakses teknologi digital, memahami standar pelayanan
wisata modern, maupun mengelola usaha wisata secara profesional.

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu
beradaptasi dengan perubahan dan kelompok yang tertinggal dalam proses transformasi
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tersebut. Dalam jangka panjang, kesenjangan kapasitas ini berpotensi menciptakan ketimpangan
distribusi manfaat ekonomi yang bertentangan dengan prinsip dasar Community-Based Tourism.

Dari perspektif sustainable tourism governance, kKeberlanjutan tidak hanya berkaitan
dengan peningkatan jumlah wisatawan atau pertumbuhan ekonomi destinasi, tetapi juga
menyangkut kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses
pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas (capacity building) menjadi komponen
penting yang harus berjalan seiring dengan modernisasi sistem pengelolaan wisata. Temuan ini
menunjukkan bahwa keberhasilan desa wisata tidak dapat dicapai hanya melalui investasi fisik
dan pengembangan infrastruktur. Lebih dari itu, diperlukan investasi sosial berupa pendidikan,
pelatihan, dan penguatan kelembagaan komunitas agar masyarakat lokal tetap menjadi aktor
utama dalam proses pembangunan wisata berkelanjutan.

Desa Wisata Kampunganyar: Fragmentasi Kelembagaan dan Ancaman terhadap
Keberlanjutan

Kasus Desa Wisata Kampunganyar memperlihatkan bentuk kontestasi yang lebih
kompleks dibandingkan dua desa sebelumnya. Konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan
orientasi pembangunan wisata, tetapi juga menyangkut persoalan kelembagaan dan kepemilikan
sumber daya wisata. Penelitian menemukan adanya fragmentasi hubungan antara BUMDes,
Pokdarwis, pemilik lahan pribadi, serta kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan
berbeda terhadap pengelolaan destinasi wisata. Fragmentasi tersebut menyebabkan lemahnya
koordinasi, tumpang tindih kewenangan, serta munculnya berbagai konflik kepentingan dalam
pengelolaan wisata.

Selain itu, lemahnya proses regenerasi organisasi dan transfer pengetahuan turut
memperburuk kondisi kelembagaan. Ketika kepemimpinan berganti, banyak pengalaman dan
pengetahuan pengelolaan wisata yang tidak terdokumentasi dengan baik sehingga efektivitas
pengelolaan destinasi mengalami penurunan.

Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya dirasakan pada aspek ekonomi, tetapi juga
berpengaruh terhadap kualitas lingkungan dan keberlanjutan destinasi. Pengelolaan sampah
yang kurang optimal, rendahnya koordinasi konservasi kawasan wisata, serta minimnya investasi
sosial menjadi indikasi bahwa tata kelola yang terfragmentasi dapat menghambat pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan.

Desa Wisata Bangsring: Model Rekonsiliasi Menuju Sustainable Tourism Governance

Berbeda dengan Desa Kemiren, Tamansari, dan Kampunganyar yang masih menghadapi
berbagai bentuk ketegangan kelembagaan, Desa Wisata Bangsring menunjukkan contoh yang
relatif berhasil dalam membangun tata kelola pariwisata yang lebih kolaboratif dan
berkelanjutan. Temuan ini menjadi menarik karena Bangsring pada awalnya menghadapi
persoalan lingkungan yang cukup serius akibat praktik penangkapan ikan destruktif yang
menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan terumbu karang. Namun, melalui proses
transformasi kelembagaan yang panjang, Bangsring berhasil mengubah kawasan yang
sebelumnya rentan mengalami degradasi lingkungan menjadi salah satu destinasi wisata bahari
berbasis konservasi yang dikenal secara nasional.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kemampuan para aktor lokal dalam membangun
kesamaan visi mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan
konservasi sumber daya alam. Dalam perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF), kondisi ini
menunjukkan terjadinya proses penyesuaian pada tingkat secondary beliefs, di mana aktor-aktor
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yang sebelumnya memiliki perbedaan kepentingan mulai menemukan titik temu dalam aspek
operasional pengelolaan destinasi. Meskipun masing-masing aktor tetap mempertahankan
orientasi dasar yang berbeda, mereka mampu menyepakati mekanisme tata kelola yang
memberikan ruang bagi kepentingan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Salah satu faktor penting yang mendorong keberhasilan tersebut adalah hadirnya
Peraturan Desa Bangsring Nomor 4 Tahun 2018 yang berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi
regulatif. Regulasi ini memberikan kepastian mengenai pembagian peran antara BUMDes,
Pokdarwis, Pokmaswas, pemerintah desa, dan masyarakat lokal. Melalui regulasi tersebut, konflik
kewenangan yang sebelumnya berpotensi menghambat pengelolaan destinasi dapat
diminimalkan karena setiap aktor memiliki posisi dan fungsi yang lebih jelas dalam sistem tata
kelola wisata.

Dari perspektif sustainable tourism governance, keberadaan regulasi lokal tersebut
menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam
atau partisipasi masyarakat, tetapi juga pada kualitas institusi yang mampu mengelola hubungan
antaraktor secara adil dan transparan. Regulasi yang adaptif memungkinkan berbagai
kepentingan dapat diakomodasi tanpa mengorbankan tujuan konservasi maupun kesejahteraan
masyarakat.

Lebih lanjut, keberhasilan Bangsring juga memperlihatkan pentingnya integrasi antara
konservasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aktivitas wisata bahari yang
berkembang di kawasan ini tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal, tetapi
juga meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Dengan
demikian, konservasi tidak lagi dipandang sebagai hambatan pembangunan ekonomi, melainkan
sebagai fondasi utama bagi keberlanjutan destinasi wisata itu sendiri.

Fenomena ini memperkuat argumentasi bahwa Community-Based Tourism yang dikelola
secara kolaboratif mampu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pelestarian
lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bangsring dapat diposisikan sebagai
contoh praktik baik (best practice) yang menunjukkan bagaimana tata kelola berbasis komunitas
dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable
Development Goals), khususnya pada aspek konservasi sumber daya alam, penguatan ekonomi
lokal, dan peningkatan kesejahteraan komunitas pesisir.

Tabel 2. Matriks Dinamika Belief Systems dan Implikasinya terhadap Sustainable Tourism
Governance di Desa Wisata Banyuwangi

Desa Wisata Dominasi Bentuk Dampak Implikasi
Koalisi Divergensi terhadap Tata terhadap
Belief Systems Kelola Keberlanjutan
Kemiren Relatif Pelestarian Negosiasi Menjaga identitas
Seimbang budaya vs berkelanjutan budaya namun
komersialisasi ~ dalam rentan terhadap
wisata pengelolaan tekanan pasar
atraksi budaya
Tamansari Pengembang  Modernisasi Ketimpangan Pertumbuhan
Berorientasi destinasi vs kapasitas dalam  ekonomi meningkat
Ekonomi kapasitas pengelolaan namun perlu
komunitas wisata penguatan SDM
lokal
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Kampunganyar Fragmentasi Konflik Koordinasi lemah Risiko terhadap
Koalisi kelembagaan dan pengelolaan  keberlanjutan sosial
dan tidak terintegrasi  dan lingkungan
kepemilikan
sumber daya
Bangsring Kolaboratif Perbedaan Tata kelola Menjadi model
kepentingan kolaboratif dan sustainable tourism
direkonsiliasi pembagian peran governance
melalui yang jelas berbasis komunitas
regulasi

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Tabel 2 memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan tata kelola pariwisata berkelanjutan
pada masing-masing desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor dalam mengelola
perbedaan sistem keyakinan. Desa yang mampu membangun mekanisme kolaboratif dan ruang
dialog yang efektif cenderung menunjukkan kinerja tata kelola yang lebih baik dibandingkan desa
yang mengalami fragmentasi kelembagaan dan konflik berkepanjangan.

Policy-Oriented Learning sebagai Mekanisme Rekonsiliasi Antaraktor

Temuan penelitian menunjukkan bahwa divergensi belief systems tidak selalu
menghasilkan konflik yang bersifat permanen. Dalam kerangka ACF, perubahan kebijakan dan
perbaikan tata kelola dapat terjadi melalui proses policy-oriented learning, yaitu proses
pembelajaran kolektif yang memungkinkan para aktor meninjau kembali asumsi, strategi, dan
praktik yang mereka gunakan dalam mengelola suatu kebijakan (Cairney, 2011).

Pada kasus Banyuwangi, proses pembelajaran tersebut terjadi ketika para aktor mulai
menyadari bahwa keberhasilan desa wisata tidak dapat dicapai hanya melalui dominasi satu
kepentingan tertentu. Kelompok yang berorientasi ekonomi mulai memahami pentingnya
konservasi lingkungan dan pelestarian budaya sebagai modal utama destinasi wisata, sementara
kelompok konservasi mulai menyadari bahwa keberlanjutan program membutuhkan dukungan
ekonomi yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Proses pembelajaran ini terlihat jelas pada perubahan pendekatan pengelolaan wisata
pascapandemi COVID-19. Krisis yang terjadi memaksa berbagai aktor untuk beradaptasi melalui
penguatan kolaborasi, digitalisasi promosi, diversifikasi produk wisata, serta pengembangan
model usaha yang lebih fleksibel. Situasi tersebut menunjukkan bahwa guncangan eksternal
(external shocks) dapat menjadi katalisator penting dalam mendorong perubahan pada tingkat
secondary beliefs tanpa harus mengubah keyakinan inti yang dimiliki masing-masing koalisi.

Selain itu, penelitian juga menemukan pentingnya peran policy brokers sebagai mediator
yang menjembatani perbedaan kepentingan antaraktor. Dalam konteks Banyuwangi, pemerintah
daerah, pemerintah desa, dan sejumlah tokoh masyarakat berperan sebagai fasilitator dialog yang
membantu membangun komunikasi lintas koalisi. Kehadiran policy brokers terbukti mampu
mengurangi eskalasi konflik, memperkuat koordinasi kelembagaan, dan menciptakan ruang
negosiasi yang lebih konstruktif. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai implementasi
Community-Based Tourism dengan menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola tidak hanya
ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kapasitas institusional untuk
memfasilitasi pembelajaran kolektif dan membangun kesepakatan bersama di tengah
keberagaman sistem keyakinan yang ada.
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Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa sustainable tourism governance
pada desa wisata berbasis Community-Based Tourism merupakan proses yang sangat dipengaruhi
oleh dinamika kognitif dan politik antaraktor. Keberlanjutan destinasi tidak hanya bergantung
pada potensi wisata yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuan sistem tata kelola dalam
mengelola perbedaan kepentingan, membangun kolaborasi, memperkuat kelembagaan lokal,
serta menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan
kesejahteraan masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan
kebijakan pariwisata berkelanjutan, khususnya pada destinasi wisata perdesaan yang
mengandalkan partisipasi komunitas sebagai fondasi utama pembangunan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desa wisata berbasis
Community-Based Tourism (CBT) di Kabupaten Banyuwangi sangat dipengaruhi oleh divergensi
belief systems antaraktor yang terlibat dalam tata kelola destinasi. Melalui perspektif Advocacy
Coalition Framework (ACF), ditemukan adanya dua koalisi utama, yaitu Koalisi Pengembang
Berorientasi Ekonomi-Korporat dan Koalisi Pelestari Berbasis Komunitas-Konservasi, yang
memiliki perbedaan mendasar dalam memaknai tujuan pembangunan pariwisata. Divergensi
tersebut tercermin dalam berbagai bentuk kontestasi terkait distribusi manfaat ekonomi,
pengelolaan sumber daya wisata, pelestarian budaya, dan konservasi lingkungan. Temuan ini
menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh potensi
destinasi atau dukungan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan aktor dalam mengelola perbedaan
nilai dan kepentingan yang mendasari proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian pada Desa Kemiren, Tamansari, Kampunganyar, dan Bangsring
menunjukkan bahwa kualitas sustainable tourism governance sangat bergantung pada tingkat
kolaborasi kelembagaan yang terbangun di antara para pemangku kepentingan. Desa yang
mengalami fragmentasi kelembagaan dan konflik berkepanjangan cenderung menghadapi
hambatan dalam menjaga keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebaliknya, Desa
Bangsring memperlihatkan bahwa rekonsiliasi regulatif, pembagian peran yang jelas, serta
integrasi antara konservasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mampu
menghasilkan tata kelola yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan
bahwa keberlanjutan pariwisata perdesaan membutuhkan keseimbangan antara orientasi
pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan kapasitas komunitas lokal.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas aplikasi ACF dalam kajian pariwisata
berkelanjutan dengan menunjukkan bahwa proses policy-oriented learning dan peran policy
brokers menjadi faktor penting dalam mereduksi konflik antaraktor dan membangun konsensus
kebijakan. Secara praktis, hasil penelitian merekomendasikan penguatan ruang dialog multipihak,
peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, serta pengembangan mekanisme tata kelola
kolaboratif yang mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan
secara seimbang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan
kualitatif dan kuantitatif guna mengukur pengaruh konfigurasi koalisi aktor terhadap kinerja
keberlanjutan desa wisata secara lebih komprehensif, termasuk pada aspek kesejahteraan
masyarakat, konservasi lingkungan, dan ketahanan destinasi wisata dalam menghadapi
perubahan global.
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